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ABSTRAK
Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) diartikan sebagai kegiatan kecamatan dalam memberikan pelayanan publik, yang tata cara pengajuan permohonan hingga penertiban dokumen berlangsung pada satu loket atau titik pelayanan. ) meliputi bidang perizinan dalam hal ini izin usaha, serta jasa pembangunan rumah dan nonperizinan dalam hal ini misalnya pembuatan sertifikat suksesi. Adanya program Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dapat mempermudah pelayanan akta ahli waris bagi masyarakat, terlihat antusias masyarakat. Pelayanan akta waris terlebih dahulu dilakukan di kantor desa/kecamatan dengan membawa surat-surat yang lengkap dan syarat-syarat tertentu, dan tidak digunakan penetapan pengadilan untuk pelaksanaannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan peninggalan sejarah di kecamatan Plaju kota palembang. Permasalahan yang teridentifikasi adalah : Banyak masyarakat yang belum memahami maksud dan kelengkapan persyaratan pembuatan sertifikat suksesi melalui Program Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan waktu yang dibutuhkan untuk mengurus urusan suksesi cukup lama. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa: secara keseluruhan pelaksanaan konservasi peninggalan sejarah di kawasan Plaju Palembang berjalan sebagaimana
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ABSTRACT
	Implementation of District Integrated Administration (PATEN) is defined as sub-district activities in providing public services, where the procedures for submitting applications and controlling documents take place at one counter or service point. ) covers the licensing sector, in this case business permits, as well as house building services and non-licensing services, in this case for example making succession certificates. The existence of the District Integrated Administration Administration (PATEN) program can facilitate heir deed services for the community, showing enthusiasm from the community. The inheritance deed service is first carried out at the village/district office by bringing complete documents and certain conditions, and a court order is not used for implementation. The aim of this research is to analyze the implementation of historical heritage protection in Plaju sub-district, Palembang city. The problems identified are: Many people do not understand the meaning and completeness of the requirements for making a succession certificate through the District Integrated Administration Program (PATEN) AND the time required to take care of succession matters is quite long. The data analysis technique used in this research is a qualitative data analysis technique. This research shows that: overall the implementation of historical heritage conservation in the Plaju Palembang area is going well
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PENDAHULUAN
Salah satu tujuan otonomi daerah adalah terciptanya pelayanan publik yang berkualitas. Tujuan ini mengikuti perubahan paradigma administrasi publik dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Perubahan ini merupakan momen penting dalam terciptanya bentuk pelayanan publik yang efektif dan efisien. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan barang publik secara cepat, murah dan adil.
         Mewujudkan ioptimalisasi ipelayanan ipublik iyang idilakukan ioleh ibirokrasi ipemerintahan ibukanlah ipekerjaan imudah, iseperti ihalnya imembalikkan itelapak itangan imengingat ipembaharuan itersebut imenyangkut iaspek iyang itelah imembudaya idalam ilingkaran ibirokrasi ipemerintahan ikita. iSalah isatu iaspek iyang imembuat iburuknya ipelayanan ipublik iadalah ikultur ibirokrasi iyang itidak ikondusif iyang itelah ilama imewarnai ipola ipikir ibirokrat isejak iera ikolonial idahulu.
	Prosedur idan ietika ipelayanan iyang iberkembang idalam ibirokrasi ikita isangat ijauh idari inilai- inilai idan ipraktik iyang imenghargai iwarga ibangsa isebagai iwarga inegara iyang iberdaulat. iProsedur ipelayanan imisalnya, itidak idibuat iuntuk imempermudah ipelayanan itetapi ilebih i

untuk imelakukan ikontrol iterhadap iperilaku iwarga isehingga iprosedurnya iberbelitbelit idan irumit. iUntuk imewujudkan iamanat ikonstitusi inegara idan imelihat iesensi idari ipelayanan ipublik itersebut, ipemerintah itelah imengeluarkan ilandasan ikebijakan i iberupa iUndang-Undang iNomor i25 iTahun i2009 iTentang iPelayanan iPublik, isesuai iupaya ipeningkatan ikualitas idan imenjamin ipenyediaan ipelayanan ipublik. iSesuai idengan iasas-asas iumum ipemerintahan iyang ibaik, iserta iuntuk imemberikan iperlindungan ibagi isetiap iwarga inegara idari ipenyalah igunaan iwewenang. imaka idari iitu ipemerintah idaerah iharuslah idapat imemberikan ipelayanan ipublik isebaik imungkin.
Untuk memenuhi dinamika perkembangan penyebaran dalam penyelenggaraan pemerintahan idaerah idalam irangka imenuju ipemerintahan iyang ibaik iyang imemperhatikan ikebutuhan idan ituntutan imasyarakat idalam ipelayanan ipublik, imaka iditerbitkanlah iPeraturan iMenteri iDalam iNegeri iNomor i4 iTahun i2010 itentang iPenyelenggaraan iPemerintahan iDaerah iTerpadu i(PATEN).
. Tujuan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Terpadu (PATEN) ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini lembaga negara atau walikota, untuk mengoptimalkan peran daerah. pihak berwajib. -distrik untuk membangun dan meningkatkan koneksi transportasi. kualitas pelayanan dan perkiraan pelayanan kepada masyarakat pada suatu wilayah administrasi regional/perkotaan yang secara geografis sesuai untuk pengelolaan terpadu wilayah (PATEN). melakukan pemeliharaan
	Kotamadya merupakan cermin atau puncak dari kotamadya pemerintahan daerah, jika hasil pemerintahan daerah baik, maka baik juga hasil pemerintahan daerah. Sebagaimana dikatakan Rahyunir dalam Maulidiah (2014: 278) bahwa: “Camat adalah perangkat daerah yang fungsinya membantu fungsi pemerintahan daerah suatu kabupaten/kota, sehingga camat mempunyai dua fungsi pokok yaitu alokasi. fungsi dan pendelegasian fungsi.	Tugas atributif kota adalah tugas yang berkaitan langsung dengan tugas walikota pinggiran kota, sedangkan tugas delegasi adalah tugas yang dilimpahkan oleh gubernur/walikota kepada wakil walikota sedemikian rupa sehingga tugas walikota pinggiran kota diberi wewenang. distrik tersebut merupakan induk distrik. /pemerintah kota, kecuali pemerintah kabupaten. Persoalan yang mendasari peningkatan pelayanan daerah ini ditegaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 yang menjadi acuan untuk meningkatkan kontribusi pengelola daerah dan perangkat daerah dalam pengelolaan tugasnya secara optimal. Keluarnya peraturan ini semakin memperjelas bahwa pemerintah daerah mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan otonomi. Diharapkan pemerintah mampu berinovasi untuk meningkatkan kinerjanya.
	Penyelenggaraan pemerintahan terpadu daerah (PATEN) diartikan sebagai kegiatan pemberian pelayanan publik di daerah, yang tata cara permohonan hingga verifikasi dokumen berlangsung pada satu loket atau titik pelayanan. Bidang Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kawasan (PATEN) meliputi bidang perizinan, dalam hal ini izin komersial dan mendirikan bangunan, dan dalam hal ini pelayanan nonperizinan, seperti pembuatan sertifikat suksesi.
	Adanya program Administrasi Administrasi Terpadu Kabupaten (PATEN) dapat memudahkan masyarakat dalam memberikan pelayanan sertifikat berturut-turut, terlihat antusiasnya. Pelayanan akta waris terlebih dahulu dilakukan di kantor desa/kecamatan dengan membawa surat-surat yang lengkap dan syarat-syarat tertentu, dan tidak digunakan penetapan pengadilan untuk pelaksanaannya. Proses pembuatan sertifikat suksesi,ini memliki beberapa tahapan ketika anda ingin membuatnya diantaranya sebagai beriku :
1. Fotokopi KK dan KTP Seluruh Ahli Waris, 
2. Foto kopi KK dan KTP saksi, 
3. Foto kopi  Keterangan Kematian/ Akte kematian, 
4. Foto kopi buku nikah, 
5. Foto kopi buku tabungan / atau surat tanah (jika berhubungan dengan tabungan dan surat tanah).
	Sesuai iketentuan iyang iberlaku, ibekas itersebut ikemudian iakan iditeliti
kelengkapannya. iSelanjutnya idari ikantor ilurah imengantar ike ikantor icamat
agar icamat imenandatangi. iPenyerahan idilaksanakan isecara itepat iwaktu ijika
tidak iada ikendala idan isemua isudah isesuai idengan isyarat iyang idiinginkan, iyang
sudah iselesai idan idiserahkan ikepada ipemilik isurat iahli iwaris.
	Dengan diterapkannya Pengelolaan Lingkungan Terpadu (PATEN) diharapkan pelayanan semakin dekat dengan masyarakat sehingga memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai waktu dan biaya yang akan datang. Dari sinilah terlihat tujuan reformasi birokrasi, yaitu adanya pelayanan publik yang berkualitas.
	Akan tetapi dalam memberikan Pelaksanaan Adminitrasi Waris di Kecamatan Plaju Kota Palembang masih terdapat kendala/ hambatan dalam pelaksanaanya antara lain:
1. Banyak imasyarakat iyang ibelum imemahami itujuan idan ikelengkapan ipersyaratan ipembuatan isurat iketerangan iahli iwaris imelalui iprogram iPenyelenggaraan iAdministrasi iTerpadu iKecamatan i(PATEN),
2. Waktu yang dibutuhkan dalam administrasi waris yang cukup lama. Hal ini disebabkan karena persyaratan yang masih kurang lengkap, serta pejabat yang berwenang untuk menandatangani tidak berada ditempat.
Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang masalah, ada beberapa hal yang menyebabkan mengapa masalah Kualitas Pelayanan Adminitrasi Terpadu di Kecamatan Plaju Kota Palembang menjadi menarik untuk diteliti, yaitu:  
1. Banyak imasyarakat iyang ibelum imemahami itujuan idan ikelengkapan ipersyaratan ipembuatan isurat iketerangan iahli iwaris imelalui iprogram iPenyelenggaraan iAdministrasi iTerpadu iKecamatan i(PATEN),
2. Waktu yang dibutuhkan dalam administrasi waris yang cukup lama.
	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Pelaksanaan Administrasi Waris di Kecamatan Plaju Kota Palembang. Manfaat Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat teoritis yaitu memperkaya Ilmu Aministrasi Publik khususnya Manajemen Publik.
Siagian (Fathoni, 2010: 20) memberikan rincian fungsi manajemen meliputi: 
1. Perencanaan
2. Pengorganisasian
3. Pemberian motivasi
4. Pengawasan
5. Evaluasi
Memperhatikan ifungsi-fungsi imanajemen itersebut, idapat idiketahui ibahwa idalam imanajemen iMenurut iTerry i(Fathoni, i2010: i20) i iterdiri idari i4 i(tiga) ifungsi iyaitu: iperencanaan, iPengorganisasian, i ipelaksanaan idan ipengawasan. i iSedangkan itelah idiketahui ipula ibahwa iaspek iyang iterdapat idi idalam imanajemen iadalah imanusia/ ipengelola idan iproses, imaka i
Sehubungan dengan penelitian ini Pelaksanaan Administrasi Waris mencakup salah satu proses Pelaksanaan Administrasi Waris yaitu dengan melihat langkat-langkah dalam melakukan Pelaksanaan Administrasi Waris di Kecamatan Plaju Kota Palembang yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. 



METODE PENELITIAN
Penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan Adminitrasi Waris di Kecamatan Plaju Kota Palembang, maka ijenis ipenelitian iyang idipergunakan idalam ipenyusunan itesis iini iadalah ipenelitian ieksplanatori i(explanatory iresearch) idengan imenggunakan imetode ipenelitian ideskriptif idengan iteknik ianalisis idata ikualitatif. i iAdapun fokus dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Adminitrasi Waris di Kecamatan Plaju Kota Palembang. iAdapun idefinisi ioperasional iyang idigunakan iuntuk imelihat Pelaksanaan Administrasi Waris di Kecamatan Plaju Kota Palembang adalah sebagai berikut : 
1. Perencanaan meliputi : a. Sumber idaya imanusia ib. iDana/ ianggaran ic. iSarana idan iprasarana. 
i2. Pengorganisasian imeliputi i: 
    ia.Penetapan itujuan ib. iPembagian iKerja sesuai idengan itupoksi i ic. Pelimpahan iwewenang. 
3. Pelaksanaan meliputi : a. Persyaratan b. Waktu c. Mekanisme Adminitrasi Waris d. Pelaksanaan Adminitrasi Waris e. Koordinasi.
4. Pengawasan meliputi : a. Monitoring b. evaluasi. 
Data idalam ipenelitian iini idianalisis idengan imenggunakan ibeberapa ilangkah isesuai iteori iMiles, iHuberman iidan iiSaldana ii(2014: ii14) ii iiyaitu iimenganalisis iidata iidengan iitiga iilangkah: iikondensasi iidata ii(data iicondensation), iimenyajikan iidata ii(data iidisplay), iidan iimenarik iisimpulan iiatau iiverifikasi ii(conclusion iidrawing iiand iiverification). iiKondensasi iidata iimerujuk iipada iiproses iipemilihan ii(selecting), iipengerucutan ii(focusing), iipenyederhanaan ii(simplifiying), iiperingkasan ii(abstracting), iidan iitransformasi iidata ii(transforming)

HASIL PENELITIAN 
Berdasarkan ihasil ipenelitian itentang iPelaksanaan iAdministrasi iWaris idi iKecamatan iPlaju iPalembang, imaka ipenulis idapat imenyimpulkan ibahwa isecara ikeseluruhan iPelaksanaan iAdministrasi iWaris idi iKecamatan iPlaju iPalembang isudah iberjalan isebagaimana imestinya. iWalaupun idalam ipelaksanaannya imasih iterdapat ihambatan idari isegi iBanyak imasyarakat iyang ibelum imemahami itujuan idan ikelengkapan ipersyaratan ipembuatan isurat iketerangan iahli iwaris imelalui iprogram Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) serta Waktu yang dibutuhkan dalam adminitrasi waris yang cukup lama. Berikut ini Rekapitulasi Pelaksanaan Administrasi Waris di Kecamatan Plaju Palembang,sebagai berikut :
1. Perencanaan  
Pelaksanaan Administrasi Waris di Kecamatan Plaju Kota Palembang dari segi perencanaan terdiri dari sumber daya manusia, dana/anggaran dan sarana prasana. 
a. Sumber Daya Manusia 
Sumber iDaya iManusia i(SDM) secara kualitas dan kuanitas jumlah SDM yang terlibat di Administrasi Waris cuku memadai ,sumber daya manusianya rata rata bependidikan S1. 
Adapun isumber idaya imanusia iyang iterlibat idalam iPelaksanaan Administrasi Waris di Kecamatan Plaju Kota Palembang antara lain:
1) Camat Plaju
2) Sekretaris Camat Plaju
3) Kepala Seksi Kesejahteraan 
     Sosial Plaju
4) Staf  Seksi Kesejahteraan Sosial Plaju
b. Anggaran/ Dana 
	Pelaksanaan Administrasi Waris di Kecamatan Plaju Palembang, masyarakat itidak idikenakan ibiaya apapun i(gratis). iHal iini isesuai dengan iPeraturan iWalikota Palembang iNo i58 iTahun i2015 Tentang iStandar iPelayanan  Administrasi iTerpadu iKecamatan     
     Pada Kecamatan se-Kota Palembang.
Selain itu, petugas yang melaksanakan Adminitrasi Waris di Kecamatan Plaju Palembang juga tidak meminta biaya administrasi kepada masyarakat dan hal ini sudah diinformasikan juga melalui papan informasi yang ada bahwa biaya Pelaksanaan Administrasi Waris di Kecamatan Plaju Palembang gratis.
c. Sarana dan Prasarana 
Sarana iidan iiPrasarana iisecara iiumum iiadalah iisegala iisesuatu iiyang iidapat iidipakai iisebagai iialat iidan iibahan iiuntuk iimencapai iimaksud iidan iitujuan iidari iisuatu iiproses iiproduksi iisedangkan iisarana iidan iiprasarana iisecara iikhusus iiadalah iisegala iisesuatu iiyang iimerupakan iipenunjang iiutama iiterselenggaranya iiproduksi.
		Berdasarkan definisi dan fungsi sarana idan iprasarana itersebut, iAdapun isarana idan iprasarana idalam iPelaksanaan Adminitrasi Waris di Kecamatan Plaju Palembang  terdiri dari:
1) Gedung kantor Kecamatan Plaju 	Palembang, 
2) Ruang pelayanan  
3) Ruang tunggu 
4) Kertas pemberitahuan syarat, 
5) Komputer, 
6) Printer 
7) Lemari arsip
2.Pengorganisasian
Pelaksanaan Administrasi Waris di Kecamatan Plaju Palembang dari segi pengorganisasian terdiri dari Penetapan tujuan, Pembagian ikerja isesuai idengan itupoksi idan ipelimpahan iwewenang. Adapun mengenai hal tesebut, akan dibahas satu persatu.
a. Penetapan Tujuan,bertujuan untuk mnganalisis tata nilai yang diberikan dalam pelayanan proses pegolahannya.
b. Pembagian Kerja sesuai Tupoksi, SDM  yang terlibat dalam Pelaksanaan Waris ini sudah sesuai dengan tupoksi.
c. Pelimpahan Wewenang  merupakan  hhal yang berhubungan dengan tanggung jawab dan khusus surat waris ini hanya boleh ditanda tangani oleh Camat Plaju Kota Palemnbang.
3. Pelaksanaan
a. Persyaratan
Adapun persyaratan dalam Pelaksanaan Adminitrasi Waris di Kecamatan Plaju Palembang antara lain: 1) Fotokopi KK dan KTP Seluruh Ahli Waris, 2) Foto kopi KK dan KTP saksi, 3) Foto kopi  Keterangan Kematian/ Akte kematian, 4) Foto kopi buku nikah, 5) Foto kopi buku tabungan / atau surat tanah (jika berhubungan dengan tabungan dan surat tanah)
b. Waktu 
Waktu Pelaksanaan Adminitrasi Waris di Kecamatan Plaju Palembang belum dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya
c. Mekanisme  mekanismennya sudah dilaksanankan dengan semestinya. 
d. Pelaksaaan Administrasi Waris 
Administrasi iTerpadu iKecamatan i(PATEN) iini idapat imempermudah imasyarakat idalam ipelayanan ipembuatan isurat iketerangan iahli iwaris. iPenyelenggaraan ipelayanan ipembuatan isurat iketerangan iahli iwaris ipertama ikali idilaksanakan idikantor ikelurahan idengan imembawa ikelengkapan iberkas-berkas idan isyarat iyang idi itentukan idan ipelaksanaanya itidak imenggunakan iajudikasi, ikemudian idilanjutkan ike ikecamatan.
e. Koordinasi 
  Koordinasi dalam Pelaksanaan Adminitrasi Waris di Kecamatan Plaju Palembang dilaksanakan dengan Camat, Sekretaris Camat, Lurah, Kepala seksi Kesejahteraan Sosial dan Staf Kesejahteraan Sosial.
4. Pengawasan
a.  monitoring 
Adapun Monitoring dalam Pelaksanaan Administrasi Waris dilakukan oleh atasan langsung dalam hal ini Camat Plaju Palembang.
b. Evaluasi
Evaluasi dalam Pelaksanaan Administrasi Waris di Kecamatan Plaju Palembang dilakukan oleh atasan langsung dalam hal ini Camat Plaju Palembang.

KESIMPULAN 
Secara keseluruhan Pelaksanaan Administrasi Waris di Kecamatan Plaju Palembang sudah iberjalan isebagaimana imestinya. iBerikut iuraiannya isecara iterperinci:
1. Perencanaan 
a. Secara iikualitas, iisumber iidaya iimanusia iiyang iiterlibat iirata-rata iiberpendidikan iiSarjana ii(S-1) iiwalaupun iiada iijuga iiyang iitidak iimemiliki iilatar iibelakang iipendidikan iiSarjana iidan iisetiap ii iipegawai iitelah iidilakukan iipembinaan iidan iipelatihan. iiSedangkan iisecara iikuantitas, iisumber iidaya iimanusia iiyang iiterlibat iiterdiri iidari ii4 iiorang
b. Dana/ anggaran Pelaksanaan Administrasi Waris di Kecamatan Plaju Palembang Palembang, masyarakat tidak dikenakan biaya apapun (gratis)
c. Sarana dan prasarana antara lain Gedung Kantor Kecamatan Plaju Palembang, Ruang Pelayanan dan Ruang Tunggu serta Kertas pemberitahuan Syarat, komputer, printer dan lemari arsip.
2. Pengorganisasian
a. Pelaksanaan Administrasi Waris sudah dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
b. Pembagian itugas isudah idilaksanakan isesuai idengan itupoksi imasing-masing i, iPelimpahan iWewenang isudah idilaksanakan idengan isebagaimana imestinya.
3. Pelaksanaan 
a. Masih iBanyak imasyarakat iyang ibelum imemahami itujuan idan ikelengkapan ipersyaratan ipembuatan isurat iketerangan iahli iwaris imelalui iprogram iPenyelenggaraan iAdministrasi iTerpadu iKecamatan i(PATEN) idi iKantor iKecamatan iPlaju iPalembang.
b. Waktu yang dibutuhkan dalam adminitrasi waris cukup lama. Hal ini disebabkan karena persyaratan yang masih kurang lengkap, serta pejabat yang berwenang untuk menandatangani tidak berada ditempat.
c. Mekanisme Administrasi Waris sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.
d. Koordinasi  dilaksanakan dengan Camat, Sekretaris Camat, Lurah, Kepala seksi Kesejahteraan Sosial dan Staf Kesejahteraan Sosial.
4. Pengawasan 
a. Monitoring dilakukan secara kontinyu dengan tujuan untuk melihat apakah ada kendala dalam pelayanan administrasi waris. Monitoring dilakukan oleh atasan langsung dalam hal ini Camat Plaju Palembang
b. Evaluasi dilakukan secara kontinyu untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta waktu penyelesaian administrasi yang cepat serta untuk memberikan pengertian kepada masyarakat akan tujuan adminitrasi waris yang tertib dan benar. Evaluasi dilakukan oleh atasan langsung dalam hal ini Camat Plaju Palembang.
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@ - PUBLIK   Jurnal Adminitrasi Publik   Volume  5 , Nomor  2 , Bulan Agustus, Tahun 2025     Analisis Pelaksanaan Administrasi Waris   Di Kecamatan Plaju Kota Palembang     Analysis of the Implementation of Inheritance Administration   In Plaju District, Palembang City     Nurmalena 1* ), Matsyuroh 2 ),  Deby Chintia H 3 )    1   Magister Ilmu Administrasi Publik   STISIPOL Candradimuka l Indonesia   2   STISIPOL Candradimuka Indonesia   3   STISIPOL  Candradimuka Indonesia      * ) Email : nurmalena 477@gmail.com     ABSTRAK   Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan  (PATEN) diartikan   sebagai kegiatan  kecamatan dalam memberikan pelayanan publik, yang tata cara pengajuan permohonan hingga   penertiban dokumen  berlangsung pada   satu  loket   atau  titik pelayanan. )   meliputi bidang perizinan  dalam hal ini  izin usaha, serta jasa pembangunan rumah   dan nonperizinan dalam hal ini misalnya  pembuatan  sertifikat suksesi. Adanya   program Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan  (PATEN) dapat mempermudah pelayanan  akta   ahli  waris bagi masyarakat, terlihat antusias  masyarakat. Pelayanan akta waris terlebih dahulu dilakukan di kantor desa/kecamatan   dengan  membawa surat - surat yang lengkap   dan  syarat - syarat   tertentu,   dan  tidak digunakan penetapan  pengadilan untuk pelaksanaannya. Tujuan   dari penelitian ini adalah untuk menganalisis  pelaksanaan  perlindungan peninggalan sejarah   di  kecamatan   Plaju  kota palembang. Permasalahan   yang  teridentifikasi adalah :   Banyak masyarakat yang belum memahami  maksud   dan kelengkapan  persyaratan pembuatan  sertifikat suksesi   melalui  Program Penyelenggaraan Administrasi Terpadu  Kecamatan  (PATEN)  dan   waktu   yang dibutuhkan  untuk mengurus urusan suksesi   cukup lama.  Teknik analisis data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif.  Penelitian ini menunjukkan bahwa: secara keseluruhan  pelaksanaan konservasi peninggalan sejarah   di  kawasan   Plaju Palembang berjalan sebagaimana     Kata Kunci :  Pelaksanaan, Administrasi Waris , sertifikasi suksesi     ABSTRACT     Implementation of District Integrated Administration (PATEN) is defined as sub - district  activities in providing public services, where the procedures for submitting applications and  controlling documents take place at one counter or service point. ) covers   the licensing sector, in  this case business permits, as well as house building services and non - licensing services, in this case  for example making succession certificates. The existence of the District Integrated Administration  Administration (PATEN) pr ogram can facilitate heir deed services for the community, showing  enthusiasm from the community. The inheritance deed service is first carried out at the 
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